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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diamanatkan bahwa untuk penetapan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan 

kewenangannya, yakni dari tingkat pusat hingga daerah, dan ketentuannya diatur 

dalam peraturan pemerintah (Pasal 12 ayat 3). Sementara ini target penetapan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) mulai tahun 2020 adalah matra 

darat atau pada wilayah daratan yang berkaitan erat dengan lahan. Dalam hal ini 

lahan dipilih sebagai target karena lahan memiliki korelasi yang kuat dengan isu 

nasional yaitu kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan di satu sisi, 

sedangkan di sisi lain lahan adalah unsur yang tergolong esensial namun juga 

sebagai unsur yang mudah terdegradasi fungsinya oleh beberapa sebab, di 

antaranya oleh tekanan populasi/penduduk, pemanfaatan lahan yang berlebihan, 

emisi gas rumah kaca (GRK), atau limbah dan peningkatan konsumsi sumber daya 

alam. Oleh karena itu untuk melindungi lahan dari kerusakan dan penurunan 

fungsinya, diperlukan suatu perangkat kebijakan yang mendukungnya.  

Lahan di permukaan bumi mempunyai karakteristik dan fungsi yang beragam. 

Lahan yang berkualitas baik tentu perlu dijaga dan dikelola dengan benar agar 

pemanfaatannya optimal tidak melebihi kapasitasnya. Lahan yang baik seperti ini 

dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air disebut 

sebagai “lahan prima.” Dalam undang-undang ini lahan prima didefinisikan sebagai 

lahan yang berfungsi secara baik untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan 

atau yang tidak dibudidayakan. Istilah lahan prima ini memiliki kemiripan dengan 

istilah arable land dalam dalam bahasa inggris yang didefinisikan oleh FAO sebagai 

lahan yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian, lahan penggembalaan (padang 

rumput), dan lahan kosong yang tidak digunakan dalam durasi kurang dari lima tahun. 

Jadi lahan prima atau arable land ini pada dasarnya mengandung makna sebagai 

lahan yang unsur tanahnya tergolong cukup subur (fertile soil).  
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Tanah itu sendiri merupakan tubuh alam yang menempati permukaan bumi 

dan kontak dengan atmosfir. Oleh sebab itu tanah mempunyai fungsi yang sangat 

penting dalam lingkungan hidup, antara lain sebagai penyedia dan penyimpan unsur 

hara dan air, sebagai media pengatur tata air, dan sebagai sistem penyangga 

kehidupan secara lestari. Melihat pentingnya fungsi tanah ini, maka upaya 

perlindungan dan pengelolaan tanah secara baik dan benar sangat lah diperlukan 

guna menunjang produktivitas tanah yang optimal dan berkelanjutan untuk 

mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Dalam pengelolaan lahan 

(land management) informasi tentang lahan prima dan daya dukung daya tampung 

(D3T) lahan prima sangat diperlukan. Pemahaman D3T itu sendiri dalam 

perjalanannya tergolong cukup dinamis, dimana sebelumnya D3T dipahami sebagai 

kemampuan lahan dan neraca air, namun kini telah berkembang menuju ke 

pendekatan jasa lingkungan hidup (ecosystem service). Jasa lingkungan hidup 

adalah manfaat dari suatu ekosistem dan lingkungan hidup untuk manusia dan 

keberlangsungan kehidupannya (PP No.46 Tahun 2017). Manfaat yang muncul dari 

lingkungan hidup ini tentu banyak dipengaruhi oleh fungsi lingkungan hidup itu sendiri 

yang disokong oleh struktur ekologis atau proses geobiofisik yang direpresentasikan 

dalam suatu hubungan antara kondisi geologi, biota, dan kondisi fisik alam lain seperti 

iklim, elevasi, dan lainnya. Dalam kerangka berpikir holistik, D3T lahan prima perlu 

dikaji sebagai dasar untuk pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan:  

a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; 

b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan 

c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud pekerjaan D3T lahan prima adalah untuk mendokumentasikan proses 

penetapan daya dukung dan daya tampung lahan prima sebagai bagian dari output 

Subdit Penetapan dan Pengembangan Perangkat D3TLH. Adapun tujuan dari 

pekerjaan ini adalah menyusun dokumen kajian teknis D3T lahan prima berbasis jasa 

lingkungan hidup penyediaan pangan yang memuat informasi tentang ambang batas 

(threshold), serta arahan umum secara nasional (5 pulau dan 2 kepulauan). 
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1.3. Dasar Pelaksanaan 

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya 

b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

c. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

e. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan. 

f. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. 

g. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi 

Lingkungan Hidup 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional. 

1.4. Ruang Lingkup 

Penyusunan dokumen kajian teknis penetapan D3T lahan prima melingkupi 

pekerjaan sebagai berikut: 

1. Menentukan D3T lahan prima berdasarkan informasi jasa lingkungan hidup  

2. Menentukan ambang batas (threshold) D3T lahan prima penyedia pangan 

3. Membuat narasi arahan umum D3T lahan prima secara nasional (5 pulau dan 2 

kepulauan) berdasarkan hasil perhitungan D3T lahan prima penyedia pangan. 

1.5. Penerima Manfaat 

Penerima manfaat langsung dari kegiatan ini adalah pengambil kebijakan di 

tingkat Pusat (Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan K/L terkait 
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lainnya) dan pengambil kebijakan Daerah (Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup 

Daerah, Dinas terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta masyarakat umum. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1. Keanekaragaman Hayati, Fungsi, dan Jasa Lingkungan Hidup 

Istilah keanekaragaman hayati (biodiversity) bisa dipersepsikan secara berbeda 

tergantung pada kelompok sosiologis yang terlibat. Ahli taksonomi, ahli ekonomi, ahli 

agronomi, dan ahli sosiologi masing-masing bisa memiliki pandangan yang berbeda 

tentang konsep keanekaragaman hayati. Adapun ahli biologi cenderung mendefinisikan 

keanekaragaman hayati sebagai keanekaragaman semua makhluk hidup (Leveque dan 

Mounolou, 2001) sehingga keanekaragaman hayati bermakna ”keragaman kehidupan,” 

dimana secara kolektif keanekaragaman mengacu pada variasi di semua tingkat 

organisasi biologis (Gaston dan Spicer, 2004). Dalam kerangka socio-ecological system 

(SES), keanekaragaman hayati bisa bermakna sebagai faktor pengontrol (control 

buttons) karena mempunyai stok yang berperan dalam mengoptimasi fungsi lingkungan 

hidup (ecosystem function). Stok yang beragam akan membuat sebuah ekosistem 

menjadi lebih resilient dan self-regulating (Kandziora, Burkhard, & Mueller, 2013 dalam 

Schneider dan Muller, 2018). 

  Terminologi fungsi lingkungan hidup berorientasi pada proses yang melengkapi 

struktur ekosistem dan mengacu pada komposisi dan pola unit ekologi (Bastian et al., 

2012 dalam Kandziora et al., 2012). Dalam konteks jasa ekosistem atau jasa lingkungan 

hidup, Haines-Young dan Potschin (2010) mendeskripsikan fungsi lingkungan hidup 

sebagai indikator dari kapasitas atau kapabilitas ekosistem untuk memberikan potensi 

manfaat kepada manusia. Adapun de Groot et al. (2010) menghubungkan terminologi 

fungsi sebagai potensi sistem untuk memberikan layanan. Dalam rangka 

mengintegrasikan definisi-definisi yang berbeda terhadap fungsi ekosistem/fungsi 

lingkungan hidup, di sini dapat sarikan bahwa fungsi lingkungan hidup adalah organisasi 

dari struktur ekologis dan proses dengan variabel abiotik dan biotik yang menentukan 

layanan spesifik yang dapat saling berkaitan atau terintegrasi dalam suatu sistem 

ekologis (Kandziora, 2012).  

Jasa lingkungan hidup atau jasa ekosistem (ecosystem services) itu sendiri 

diartikan sebagai manfaat yang disediakan oleh alam/ekosistem, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, bagi kesejahteraan manusia. Sementara itu berdasarkan PP 

No.46 tahun 2017 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 8, jasa lingkungan hidup 
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disebutkan sebagai “manfaat yang diperoleh dari ekosistem dan fungsi lingkungan hidup 

bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang di antaranya mencakup 

penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong 

proses alam, dan pelestarian nilai budaya.” 

Jasa lingkungan dengan demikian dimodelkan sebagai suatu hasil perpaduan 

antara proses alami dengan faktor manusia, sosial, dan ekonomi. Millennium Ecosystem 

Assessment (MEA 2005) mendeskripsikan bahwa jasa lingkungan berkaitan langsung 

dengan kondisi ekosistem dan kesejahteraan manusia. Secara eksplisit, jasa lingkungan 

hidup merupakan jembatan antara modal alam dan manusia, yang menghasilkan suatu 

manfaat bagi manusia melalui nilai yang dimiliki. Dalam hal ini struktur ekologi dan 

proses serta fungsinya dalam ekosistem menentukan kualitas dari jasa lingkungan 

hidup. Gambar 2.1 berikut mendeskripsikan suplai jasa lingkungan, baik secara alami 

ataupun dari kegiatan manusia melalui keputusan (kebijakan dan tindakan) di skala 

individu maupun institusi dalam mengelola sumber daya alam. Keputusan dalam 

pengelolaan sumber daya alam tersebut mempengaruhi fungsi ekosistem dan 

ketersediaan jasa lingkungan. Dalam hal ini kegiatan pengelolaan dan restorasi 

ekosistem menjadi sangat penting karena kegiatan ini merupakan usaha pemulihan stok 

ekosistem yang menjadi sumber utama jasa lingkungan. 

 

Gambar 2.1. Cascade model jasa lingkungan hidup (diadaptasi dari Haines-Young dan 
Potschin dalam Burkhard dan Maes, (2017) 
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Pertumbuhan penduduk secara alami akan terus bertambah dan akan 

berimplikasi pada pemanfaatan lingkungan hidup, sehingga hal ini dapat memberikan 

tekanan terhadap jasa lingkungan hidup. Untuk itu memahami bagaimana fungsi 

ekosistem menentukan suplai jasa, bagaimana fungsi tersebut bergantung pada 

keanekaragaman hayati, dan memahami bagaimana efek terobosan teknologi adalah 

sangat penting dalam pencarian solusi berbasis alam. Basis keterhubungan antar 

komponen disajikan pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Hubungan Antara Struktur Ekologis dan Prosesnya dalam Sebuah 
Ekosistem (Diadaptasi dari Anik Schneiders dan Felix Muller, 2017) 
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Gambar 2.2 tersebut menjelaskan tentang elemen-elemen ekosistem dasar yang 

saling terhubungkan di antara elemen-elemen tersebut. Tipe vegetasi dan struktur 

keanekaragaman hayati dianggap sebagai prosesor biotik yang menggambarkan proses 

kehidupan yang aktif, sedangkan prosesor abiotik seperti tanah, geomorfologi, ataupun 

iklim menciptakan kondisi kehidupan bagi biota, dan keduanya saling terhubung melalui 

serangkaian proses ekosistem yang dinamis yang melibatkan arus energi, karbon, air 

dan nutrisi. Elemen-elemen tersebut bekerja dalam skema interaksi yang kompleks dan 

teroganisir.  

Merujuk pada konsep jasa lingkungan hidup yang menghubungkan antara 

interaksi ekosistem dengan fungsi dan jasanya (Schneiders dan Muller, 2017), maka 

interaksi ekosistem direpresentasikan oleh karakteristik bentang alam sebagai prosesor 

abiotik dan tipe vegetasi alami sebagai prosesor biotik. Kesamaan karakteristik bentang 

alam dan tipe vegetasi alami tersebut yang kemudian membentuk sebuah ekoregion 

(Olson 2001). 

Sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 2.1 dan 2.2 terlihat bahwa terdapat 

suatu hubungan yang jelas antara fungsi kunci lingkungan hidup (key ecosystem 

function) dengan suplai jasa lingkungan, hubungan antara fungsi lingkungan yang 

bergantung pada keanekaragaman hayati, serta efek shortcutting fungsi-fungsi tersebut 

oleh terobosan teknologi untuk mendapatkan solusi berbasis alam. Dalam konteks jasa 

lingkungan hidup yang terkait dengan lahan prima penyediaan pangan, terdapat suatu 

keterkaitan antara jasa lingkungan hidup dan fungsi lingkungan sebagaimana terlihat 

dalam Tabel 2.1. Dalam hal ini jasa lingkungan hidup sebagai pendukung lahan prima 

penyediaan pangan didukung oleh fungsi lingkungan hidup produksi primer yang aspek 

keberlanjutannya didukung oleh jasa lingkungan hidup lainnya, seperti pengaturan 

penyerbukan alami, pengendalian hama, habitat dan keanekaragaman hayati, 

pembentukan dan regenerasi tanah, dan siklus hara. 

Dari matrik pada tabel tersebut terlihat bahwa yang menjadi driver utama jasa 

lingkungan hidup terhadap lahan prima penyediaan pangan adalah produksi primer dan 

animal production serta didukung oleh variabel fungsi lainnya seperti pembentukan 

tanah (soil formulation), ketersediaan nutrien/siklus nutrien (nutrient availability/-cycling), 

dekomposisi material organik, penyimpanan carbon, konservasi stok karbon, 

pencegahan hilangnya lapisan tanah (combating soil loss), penyerbukan (pollination), 
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pencegahan hama (pest control), pencegahan penyakit (prevent diseases), pengaturan 

ekosistem dinamis, suksesi, stabilitas proses ekosistem, dan resiliensi ekosistem.  

Tabel 2.1. Fungsi dan struktur ekosistem yang dominan sebagai driver langsung 
maupun pendukung dalam menyediakan jasa lingkungan 

 

Berdasarkan driver utama dan pendukung yang mempengaruhi penyediaan jasa 

lingkungan hidup terkait dengan lahan prima penyediaan pangan, kontribusi 

keanekaragaman hayati dalam mengoptimasi fungsi lingkungan hidup dapat 

digambarkan seperti yang terlihat dalam Tabel 2.2. 

Pada Tabel 2.2 terlihat bahwa sebagian besar fungsi lingkungan hidup yang 

terkait dengan jasa lingkungan hidup pendukung lahan prima penyediaan pangan 

merupakan kontribusi dari keanekaragaman hayati, baik pada tingkat genetik, spesies, 

ekosistem maupun lanskap. Berbagai hasil studi juga menunjukkan bahwa peningkatan 

variasi gen atau spesies memberikan kontribusi terhadap optimasi fungsi lingkungan 

hidup (Schneiders dan Muller, 2018). 
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Tabel 2.2. Peran keanekaragaman hayati dalam mengoptimasi fungsi ekosistem 
(berdasarkan Altieri, 1999; Cardinale et al., 2012; Flynn, Mirotchnick, Jain, Palmer, & 
Naeem, 2011; Heemsbergen et al., 2004; David U Hooper et al., 2012; Meiresonne & 

Turtelboom, 2012 dalam Schneider, 2018) 

 

Dalam hal ini terdapat suatu fakta bahwa banyak fungsi dapat dioptimalkan 

seiring dengan meningkatnya keanekaragaman hayati. Atau dengan kata lain 

kehilangan keanekaragaman hayati akan membuat fungsi tidak berjalan secara 

maksimal, sehingga perlu suatu kompensasi input dari manusia baik berupa energi, 

material, maupun teknologi. Sebagai contoh fungsi pengaturan yang dioptimasi oleh 

keanekaragaman hayati adalah berupa penyerbukan alami yang indikatornya adalah 

keanekaragaman spesies penyerbuk dan pengendalian hama melalui keanekaragaman 

spesies pengontrol hama. Dengan demikian jelas bahwa keanekaragaman hayati 

menciptakan pengulangan fungsional yang membuat sistem menjadi lebih resilient. 

Resiliensi dalam konteks jasa lingkungan hidup dapat diartikan sebagai tingkat dimana 
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fungsi lingkungan dapat pulih secara cepat dari gangguan lingkungan yang ada (Oliver 

et al, 2015 dalam Schneiders dan Muller, 2018). Dalam hal ini sangat memungkinkan 

beberapa spesies menampilkan kesamaan fungsi, sehingga dapat mengkompensasi 

perubahan lingkungan (Gunderson, 2000; Oliver et al., 2015 dalam Schneiders dan 

Muller, 2018). 

2.2. Tanah sebagai komponen Lahan 

Lahan, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi 

Tanah dan Air, diartikan sebagai bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu 

lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi 

penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara 

alami maupun akibat pengaruh manusia. Dalam pengertian tersebut tanah merupakan 

komponen inti dari sumberdaya lahan dan juga sebagai fondasi terhadap pertanian dan 

keberlanjutan ekologis. Ditinjau dari karakteristiknya tanah adalah sebuah sistem hidup 

yang kompleks, dinamis, dan kesesuaiannya bervariasi antara satu tempat dengan 

tempat yang lain. Dengan demikian tanah merupakan basis penghasil pangan, bahan 

bakar, serat, dan berbagai jasa lingkungan hidup penting lainnya. 

Selain itu menurut FAO dan ITPS (2015) interaksi antara tanah dengan 

komponen lahan lainnya menentukan produktivitas dan keberlanjutan pada suatu sistem 

penggunaan lahan. Sementara itu produktivitas lahan bergantung secara langsung pada 

produktivitas dan kesehatan tanah. Tanah yang sehat akan mendukung kecukupan 

nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk bisa tumbuh dan menyediakan fondasi bagi 

sistem kecukupan pangan. Jika ketidakseimbangan terjadi pada satu atau lebih 

komponen sumberdaya lahan dan interaksinya, maka akibatnya akan mengurangi 

kapasitas produksi pada fungsi pertanian yakni sebagai penghasil pangan dan sekaligus 

dapat meningkatkan kerentanan terhadap perubahan iklim. 

Beberapa peran dan fungsi penting tanah sebagai komponen sumberdaya lahan 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Tanah merupakan reservoir bagi setidaknya seperempat bagian keanekaragaman 

hayati, sehingga tanah memerlukan perhatian yang sama seperti keanekaragaman 

hayati yang terdapat di atas tanah; 

b. Tanah secara fungsional memainkan peranan kunci dalam penyediaan air bersih 

dan mempunyai resiliensi terhadap banjir dan kekeringan; 
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c. Tanaman dan hewan bergantung pada siklus nutrisi primer melalui proses yang 

terjadi di dalam tanah. Tanah yang efisien menyediakan penyimpanan karbon 

terestrial yang terbesar, sehingga tanah berkontribusi terhadap mitigasi perubahan 

iklim; 

d. Tanah berperan sebagai tempat dan sumber material untuk konstruksi dan bahan 

mentah, sehingga tanah berperan dalam menentukan sistem produksi yang 

terintegrasi dan membantu menyatukan nexus antara pangan, air, dan energi; 

e. Tanah dapat dipengaruhi dan sekaligus berkontribusi dalam perubahan iklim. Oleh 

karenanya pengelolaan sumber daya tanah yang berkelanjutan memberikan 

kontribusi efektif terhadap mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon dan 

pengurangan Gas Rumah Kaca serta proses penggurunan; 

f. Tanah perlu suatu upaya pengelolaan yang tidak hanya dilihat dari kapasitas 

produksinya saja, namun juga dilihat dari kontribusinya untuk mempertahankan jasa 

lingkungan hidup kunci. 
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BAB III 

METODE PENENTUAN 

3.1. Metode Umum 

Secara umum metode penentuan daya dukung dan daya tampung (D3T) 

lahan prima penyediaan pangan didasarkan pada perbandingan antara ketersediaan 

dan kebutuhan lahan prima bagi suatu populasi dalam konteks penyediaan pangan 

yang mendukung ketahanan pangan bagi manusia. Melalui metode ini dapat 

diketahui gambaran umum apakah daya dukung dan daya tampung lahan prima 

suatu wilayah dalam keadaan surplus atau deficit. Keadaan surplus menunjukkan 

bahwa ketersediaan lahan prima masih mencukupi kebutuhan untuk produksi dalam 

konteks penyediaan pangan yang mendukung ketahanan pangan bagi manusia yang 

tinggal di tempat tersebut, sedangkan sebaliknya keadaan defisit menunjukkan 

bahwa ketersediaan lahan setempat sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan 

produksi pangan bagi populasi yang tinggal di wilayah tersebut. Skema dan tahapan 

penentuan D3T lahan prima penyediaan pangan dapat digambarkan prosesnya pada 

Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Diagram penentuan daya dukung dan daya tampung lahan prima 
penyediaan pangan 
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Berdasarkan Gambar 3.1 terlihat bahwa ketersediaan lahan prima ditentukan 

oleh karakter bentang alam dan tipe vegetasi alami yang membentuk fungsi 

lingkungan hidup produksi primer. Produksi primer sendiri dimaknai sebagai 

karakteristik alami suatu wilayah dalam mengkonversi energi matahari menjadi 

bentuk organik melalui proses fotosistesis. Fungsi lingkungan hidup produksi primer 

ini kemudian dilihat juga melalui kondisi penutupan lahan eksistingnya yang 

merepresentasikan jenis penggunaan lahan yang diterapkan oleh manusia. Dalam 

konteks pangan terdapat satu kondisi dimana lahan tidak dapat diusahakan/ditanami 

dengan tanaman pangan, yaitu pertama apabila menyangkut status dan fungsi 

kawasan hutan dan kedua menyangkut jenis penutup lahan tertentu, seperti 

permukiman. Oleh sebab itu, kedua faktor tersebut, yakni penutupan lahan eksisting 

tertentu dan status dan fungsi kawasan hutan menjadi faktor pengurang terhadap 

fungsi produksi primer.  

3.2. Tolok ukur penyediaan pangan dan asumsi 

Menurut undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan dinyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari 

sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, 

perairan, dan air. Oleh sebab itu sumber daya pangan di Indonesia sangat beragam, 

apalagi di setiap wilayah mempunyai keunikan tersendiri dalam mengkonsumsi 

pangan sebagai kebutuhan sehari-hari sesuai dengan kondisi bentang alam yang 

dimiliki. Alhasil untuk menghitung seberapa besar dan berapa macam jenis makanan 

yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia setiap harinya menjadi tidak mudah. 

Oleh sebab itu dalam penghitungan D3T lahan prima penyediaan pangan ini 

diperlukan suatu penyederhanaan dan asumsi sehingga formulasinya dapat dipakai 

di seluruh tanah air. Asumsi yang diambil dalam hal ini adalah bahwa seluruh 

masyarakat di Indonesia dianggap mengkonsumsi beras sebagai bahan pokok 

makan sehari-hari. Dengan demikian ketergantungan terhadap tanaman padi dan 

produksi beras akan digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai daya dukung 

penyediaan pangan dari lahan prima ini. Selain itu penyederhanaan ini juga 

mempertimbangkan ketersediaan data secara nasional, karena data produksi padi 

atau beras merupakan data yang relatif lengkap yang meliput seluruh Indonesia, 

termasuk data konsumsi beras per kapita di seluruh tanah air. Dengan cara demikian 

pengukuran terhadap daya dukung akan lebih terukur dan mudah dilakukan.  
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Pertimbangan lain yang dipikirkan adalah bahwa di Indonesia terdapat 

budaya tanam yang cukup bervariasi di setiap daerah dimana penerapannya 

menyesuaikan dengan kondisi bentang alam dan iklim tahunan yang mereka miliki. 

Lahan sawah yang berada di dataran alluvial pada umumnya ditanami padi selama 

musim penghujan dikarenakan tanaman padi memerlukan banyak air, sedangkan di 

musim kemarau lahan sawah digunakan sebagai lahan tegalan, yakni lahan kering 

yang ditanami dengan sayuran atau komoditas lain untuk tanaman lahan kering. 

Kedua produk di dua musim yang berbeda ini tujuannya juga sama yaitu untuk 

memproduksi kebutuhan pangan. Sementara itu untuk lahan-lahan persawahan di 

daerah dengan kondisi bentang alam yang berbeda, seperti dataran berawa atau 

dataran mudah tergenangi air, maka budaya tanamnya juga berbeda, yaitu tanaman 

padi ditanam pada musim kemarau, sedangkan pada musim penghujan digunakan 

sebagai kolam untuk budidaya ikan. Keduanya juga bertujuan sama yaitu untuk 

pemenuhan kebutuhan pangan penduduk setempat. Dengan pertimbangan yang 

telah diuraikan di atas, maka melalui pendekatan seperti ini diharapkan perhitungan 

ketersediaan pangan bisa dilakukan dengan lebih sederhana dan didukung oleh 

ketersediaan data yang memadai. Data pertanian seperti produksi padi atau beras 

serta konsumsi dan data populasi yang akan digunakan dalam pekerjaan ini 

mengacu pada data data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir.  

3.3. Kebutuhan lahan pangan per kapita 

Berdasarkan asumsi tersebut di atas maka data produksi beras menjadi data 

yang sangat penting untuk penilaian daya dukung pangan, karena data produksi 

tersebut akan berfungsi sebagai landasan untuk mengukur status daya dukung yang 

hasilnya bisa menggambarkan kondisi surplus atau defisit relatif terhadap jumlah 

penduduk setempat serta besarnya konsumsi beras per kapita di setiap daerah 

tersebut. Berdasarkan data BPS (2021), produktivitas padi di setiap provinsi selama 

tiga tahun terakhir (2018-2020) adalah seperti yang disajikan pada Tabel 3.1, 

sedangkan produktivitas rata-rata per pulau disajikan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.1. Produktivitas Padi GKG per Provinsi di Indonesia 

Provinsi Produktivitas (ton/ha) 

2018 2019 2020 

Aceh 5.649 5.530 5.528 

Sumatera Utara 5.165 5.032 5.251 
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Sumatera Barat 4.737 4.758 4.692 

Riau 3.728 3.656 3.764 

Jambi 4.444 4.457 4.558 

Sumatera Selatan 5.148 4.827 4.975 

Bengkulu 4.383 4.603 4.566 

Lampung 4.861 4.663 4.862 

Kep. Bangka Belitung 2.653 2.856 3.213 

Kep. Riau 2.919 3.230 2.856 

DKI Jakarta 7.276 5.396 4.969 

Jawa Barat 5.651 5.754 5.682 

Jawa Tengah 5.763 5.753 5.693 

DI Yogyakarta 5.481 4.786 4.735 

Jawa Timur 5.826 5.628 5.668 

Banten 4.894 4.841 5.088 

Bali 6.011 6.078 5.849 

Nusa Tenggara Barat 5.049 4.978 4.817 

Nusa Tenggara Timur 4.124 4.082 3.990 

Kalimantan Barat 2.792 2.923 3.033 

Kalimantan Tengah 3.488 3.035 3.196 

Kalimantan Selatan 4.109 3.769 3.969 

Kalimantan Timur 4.045 3.641 3.567 

Kalimantan Utara 3.288 3.240 3.397 

Sulawesi Utara 4.647 4.479 4.025 

Sulawesi Tengah 4.605 4.540 4.449 

Sulawesi Selatan 5.021 5.003 4.823 

Sulawesi Tenggara 3.943 3.927 3.985 

Gorontalo 4.760 4.718 4.675 

Sulawesi Barat 4.846 4.796 5.323 

Maluku 4.001 3.782 3.853 

Maluku Utara 3.657 3.243 4.211 

Papua Barat 3.215 4.163 3.220 

Papua 4.257 4.348 3.148 

Indonesia 5.203 5.114 5.128 
                    Keterangan: GKG = Gabah Kering Giling 

Tabel 3.2. Produktivitas Padi GKG Rata-rata per Pulau di Indonesia 

Pulau Produktivitas (ton/ha) Produktivita

s Rata2 2018 2019 2020 

Sumatera 4.37 4.36 4.43 4.39 

Jawa 5.82 5.36 5.31 5.49 

Bali-Nusra 5.06 5.05 4.89 5.00 

Kalimantan 3.54 3.32 3.43 3.43 

Sulawesi 4.64 4.58 4.55 4.59 

Maluku 3.83 3.51 4.03 3.79 
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Papua 3.74 4.26 3.18 3.73 
                    Keterangan: GKG = Gabah Kering Giling 

Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa produktivitas padi GKG (Gabah Kering 

Giling) setiap provinsi cukup bervariasi dan demikian pula untuk produktivitas padi 

rata-rata di setiap pulau. Dari angka-angka tersebut terlihat bahwa produktivitas padi 

yang tertinggi berada pulau Jawa, disusul kemudian oleh kepulauan Bali – Nusa 

Tenggara dan pulau Sulawesi. Angka produktivitas padi dari BPS (2021) ini diperoleh 

melalui survei ubinan pada plot berukuran 2,5 m x 2,5 m dalam bentuk produksi 

Gabah Kering Panen (GKP) yang dikonversikan menjadi Gabah Kering Giling (GKG). 

Konversi dilakukan berdasarkan angka konversi GKP ke GKG hasil Survei Konversi 

Gabah ke Beras tahun 2018. 

Untuk dapat mengetahui seberapa banyak beras yang dihasilkan dari suatu 

produksi, maka perlu mempertimbangkan nilai rendemen gabah kering. Rendemen 

padi atau gabah adalah gambaran berat beras yang dihasilkan dari penggilingan 

gabah kering giling (GKG) sebanyak 100 kg. Apabila dari 100 kg gabah yang digiling 

ini menghasilkan beras seberat 65 kg misalnya, maka nilai rendemen gabah tersebut 

adalah 65 %. Berdasarkan data BPS (2018) nilai rendemen gabah kering secara 

nasional untuk tahun 2018 adalah 64.02%, atau dengan kata lain dari 100 kg GKG 

akan menghasilkan 64 kg beras.  

Selain faktor produktivitas, faktor lain yang diperlukan diperhitungkan untuk 

dapat menilai kebutuhan lapan pangan adalah konsumsi beras per kapita. Besarnya 

konsumsi beras juga bervariasi di setiap daerah dan nilai konsumsi beras nasional 

juga bersifat fluktuatif per kapita/tahun. Pada tahun 2017 BPS mencatat besarnya 

konsumsi beras mencapai 111,58 kg per kapita/tahun atau dibulatkan setara dengan 

112 kg/th/kapita. Data paling akhir dari BPS ini selanjutnya akan digunakan sebagai 

faktor perhitungan. 

Berdasarkan semua angka di atas, maka dapat dihitung bahwa untuk Pulau 

Jawa, misalnya, dengan rendemen 64% dan produktivitas padi GKG 5,49 ton/ha 

maka akan dapat menghasilkan beras seberat 3.513,6 kg. Sementara itu dengan 

angka konsumsi beras per kapita sebesar 112 kg/th, maka dalam luasan 1 ha sawah 

akan dapat menghidupi 31 orang/tahun. Atau dengan kata laian jika ingin 

mendapatkan berapa luas lahan yang dibutuhkan untuk per orang maka perlu 

menghitung untuk dapat menghasilkan beras seberat 112 kg/th. Berarti akan 
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diperlukan luas lahan sawah sebesar 1/31 ha atau 0.032 ha atau 322,6 m2. Dengan 

kata lain, sebidang lahan prima dengan ukuran 322,6 m2 merupakan luasan yang 

mampu untuk mendukung kecukupan pangan per orang/tahun. Angka tersebut bisa 

dijadikan sebagai tolok ukur “minimal” atas sebidang lahan atau “ambang batas” 

(threshold) sebidang lahan yang diperlukan penduduk untuk bisa memenuhi 

kebutuhan pangan per orang/tahun di Pulau Jawa. Dengan cara yang sama, 

perhitungan untuk pulau-pulau lain hasil angka luasannya disajikan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Luasan Lahan Prima Terkecil untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan per 
Pulau 

Pulau Luas Lahan 

Prima/Kapita/Th (m2) 

Sumatera                  398.63  

Jawa                  318.76  

Bali-Nusra                  350.00  

Kalimantan                  510.20  

Sulawesi                  381.26  

Maluku                  461.74  

Papua                  469.17  

Rata2 412.82 

 

Berdasarkan Tabel 3.3. didapatkan bahwa angka rata-rata luas minimal lahan 

prima yang diperlukan untuk mendukung penyediaan pangan (per kapita/tahun) 

secara nasional adalah sebesar 412,82 m2. Untuk mendapatkan angka yang lebih 

aman dan bulat, maka angka ini dapat dibulatkan ke atas menjadi 500 m2. Angka ini 

dapat dipakai sebagai nilai ambang batas (threshold) luasan terkecil untuk 

mendukung kecukupan pangan per orang/tahun di Indonesia.  

3.4. Status D3T untuk Penyediaan Pangan 

Setelah bisa mendapatkan nilai ambang batas untuk kebutuhan lahan pangan 

per kapita, maka langkah selanjutnya adalah menghitung selisih antara ketersediaan 

lahan prima yang ada terhadap kebutuhan lahan prima menurut populasi pada lahan 

tersebut, sehingga diperoleh nilai neraca lahan dan pangan. Nilai ini akan 

mencerminkan “status” daya dukung dan daya tampung (D3T) lahan prima. Jika 

ketersediaan lahan prima lebih besar daripada kebutuhan lahan prima untuk 

populasi, maka D3T lahan prima berada dalam kondisi belum terlampaui atau dalam 

status “surplus”, dan sebaliknya jika ketersediaan lahan prima lebih kecil daripada 
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luas lahan prima yang dibutuhkan populasi maka D3T lahan prima berada pada 

kondisi terlampaui atau dalam status “defisit”. 

3.5. Data Pendukung Penentuan D3T Penyediaan Pangan 

Untuk menentukan D3T lahan prima penyediaan pangan dalam pekerjaan ini 

dibutuhkan sejumlah data dan informasi seperti duraikan seperti berikut di bawah ini: 

1. Data spasial 

a. Peta Indikatif Ekoregion, skala 1 : 250.000 update Mei 2021 (Direktorat 

PDLKWS)  

b. Peta Penutupan Lahan, skala 1 : 250.000 dikeluarkan Mei 2021 berdasarkan  

Hasil Interpretasi Citra dan Ground check tahun 2020 (Direktorat IPSDH) 

c. Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Tinggi, skala 1 : 250.000 

Tahun 2021 (Direktorat PDLKWS) 

d. Peta Penunjukan Kawasan Hutan, skala 1 : 250.000 update Maret 2021 

(Direktorat PPKH) 

e. Peta Blok Pengelolaan Wilayah KPH, skala 1 : 250.000 update Maret 2021 

(Direktorat RPPWPH) 

f. Peta Zona Kawasan Hutan Konservasi, skala 1 : 250.000 update tahun 2021 

(Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam/Perencanaan Kawasan 

Konservasi Ditjen KSDAE) 

g. Peta Grid 30” x 30” (Norvyani et al., 2018) 

2. Data non spasial 

a. Data Jumlah Penduduk Tahun 2020 berdasarkan Provinsi Dalam Angka yang 

diterbitkan oleh BPS (2021). 

b. Kebutuhan manusia akan lahan per jiwa 0,05 ha 

3.6. Fungsi dan Struktur Ekosistem pendukung Jasa Penyediaan Pangan 

Seperti dijelaskan pada Bab II bahwa pada alam terdapat suatu hubungan 

fungsional antara struktur ekologis dan proses yang terjadi di dalam elemen 

ekologisnya (abiotik dan biotik). Sifat bentang alam sebagai unsur abiotik, seperti 

tergambarkan dari asal-usul terbentuknya morfologi permukaan bumi beserta batuan 

yang menyusunnya (morfogenesa) yang berinteraksi dengan iklim, temperatur, dan 

elevasi, memicu terbentuknya suatu media tumbuh berupa tanah dengan berbagai 

tipenya. Media tumbuh tersebut sebagai unsur abiotik selanjutnya memicu pula 
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terbentuknya keanekaragaman komunitas vegetasi dan satwa yang hidup di atasnya 

sebagai unsur biotik. Alhasil area dengan bentang alam dan keanekaragaman hayati 

tersebut menjadi suatu wilayah fungsional, dimana terjadi hubungan timbal balik dari 

suatu ekosistem dengan karakter fungsi tertentu membentuk suatu jasa lingkungan 

alami yang dapat dirasakan manfaatnya. 

Pada sebuah matriks yang telah ditampilkan pada Tabel 2.1 (pada Bab II), 

dapat ditelaah suatu hubungan antara fungsi dan struktur ekosistem yang 

mendukung dalam penyediaan jasa lingkungan. Jasa penyedia pangan seperti pada 

matriks tersebut terlihat bergantung kepada fungsi produksi primer (tumbuhan dan 

satwa). Biomasa pangan yang dihasilkan dari tumbuhan dan satwa secara dominan 

berupa jasa pangan yang dapat diukur produknya dengan baik secara kuantitas 

maupun kualitasnya. Selain itu jasa pangan tersebut juga bergantung kepada fungsi 

alami lain seperti sifat fisik dan kimiawi tanah, ketersedian dan siklus hara, dan juga 

proses biologis seperti dekomposisi bahan organik, sekuestrasi dan stok karbon, 

proses penyerbukan, pengendalian hama dan penyakit, suksesi alam, ketahanan 

serta stabilitas ekosistem. Proses fisik dan kimiawi dalam habitat tersebut juga akan 

menentukan kualitas dan kuantitas proses biologis dimana indikatornya adalah 

kuantitas dan kualitas keanekragaman hayati. Dari keanekaragaman hayati ini jasa 

penyedia pangan tersebut dihasilkan.  

Dalam kajian ini jasa lingkungan yang dikaitkan dengan lahan prima secara 

terminologis dan teoristis mengindikasikan suatu lokasi penyedia pangan, namun 

analisis juga dilakukan terhadap beberapa fungsi, yaitu siklus hara, habitat 

keanekaragaman hayati, pembentuk regenerasi tanah, pengendali hama dan 

pengatur penyerbukan alami. Hal ini dimaksudkan agar informasi terkait dengan jasa 

lahan prima penyedia pangan ini dapat dideteksi fungsinya lebih awal melalui 

parameter-parameter fungsi lingkungannya yang terkait dengan siklus hara, habitat 

keanekragaman hayati, pembentuk regerasi tanah, pengendali hama dan pengatur 

penyerbukan alami. Jika ada salah satu parameter fungsi tersebut menurun, maka 

artinya adalah bahwa ada di sini indikasi potensi penururnan kualitas dan kuantitas 

lahan prima dalam menghasilkan jasa pangan, Apalagi jika lebih dari 1 parameter 

yang nilainya menurun, maka diperlukan suatu tindakan preventif atau kebijakan 

tertentu baik nasional, regional, lokal, maupun kewilayahan agar fungsinya 

ditingkatkan atau paling tidak dipertahankan.  
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Hasil analisis spasial yang telah dilakukan adalah untuk seluruh wilayah pulau 

dan kepulauan, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Kepulauan Bali - 

Nustenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Penyajiannya dibuat dalam bentuk 

peta sebaran fungsi jasa lingkungan. Masing-masing fungsinya direpresentasikan 

dalam poligon berwarna dengan kriteria Sangat Tinggi (warna hijau tua), Tinggi 

(warna hijau muda), Sedang (warna kuning), Rendah (warna merah jambu) dan 

Sangat Rendah (warna merah). Peta sebaran spasial untuk masing-masing fungsi (5 

fungsi) dari setiap pulau dan kepulauan disajikan pada Lampiran. 

Peta sebaran fungsi tersebut di atas dilengkapi juga dengan analisis spasial 

jasa lingkungan terhadap kecenderungan kondisi masing-masing dengan kriteria 

Meningkat (warna biru), Menurun (warna lembayung) atau Tetap (warna kuning). Hal 

ini diperlukan mengingat akselerasi yang cukup meningkat dalam hal perubahan 

fungsi lahan. Analisis kecederungan jasa lingkungan ini dilakukan terutama pada 

Jasa Lingkungan Habitat Keanekaragaman Hayati, Jasa Lingkungan Pembentukan 

Regenerasi Tanah, Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami, Jasa Lingkungan 

Pengendalian Hama dan Penyakit, dan Jasa Lingkungan Penyedia Pangan itu 

sendiri. Melalui analisis spasial ini maka dapat dideteksi lebih awal wilayah mana saja 

yang memiliki potensi jasa penyedia pangan serta jasa pendukung lingkungan lain 

(Keanekaragaman Hayati, Pembentukan Regenerasi Tanah, Pengatur Penyerbukan 

Alami, Pengendalian Hama dan Penyakit) yang meningkat, menurun, dan tetap. 

Informasi pendukung ini juga dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini terkait 

dengan jasa penyedia pangan terutama yang memiliki potensi indikasi penurunan 

jasa. Dengan demikian langkah awal dapat segera dilakukan melalui pembuatan 

aturan atau kebijakan baik pada tingkat nasional, regional, lokal, maupun 

kewilayahan untuk mengatasinya. 

Peta analisis sebaran kecenderungan jasa lingkunagn terkait dengan 

Keanekaragaman Hayati, Pembentukan Regenerasi Tanah, Pengatur Penyerbukan 

Alami, Pengendalian Hama dan Penyakit, dan Jasa Penyedia Pangan telah dibuat 

untuk seluruh pulau besar dan kepulauan, yaitu mulai dari Sumatera, Kalimantan, 

Jawa, Sulawesi, Kepulauan Bali - Nustenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. 

Analisis terhadap luasan masing-masing provinsi, juga telah disajikan pada Lampiran 

2 – 9. 

 



22 
 

3.7. Definisi Umum 

Dalam Laporan Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung (D3T) 

penyediaan pangan pada lahan prima ini terdapat istilah-istilah teknis yang memiliki 

definisi umum sebagaimana berikut : 

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik 

yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya 

seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami 

maupun akibat pengaruh manusia. (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Konservasi Air dan Tanah) 

2. Lahan Prima adalah Lahan yang berfungsi secara baik untuk menumbuhkan 

tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan. (Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Air dan Tanah) 

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Prima adalah kemampuan lahan yang 

berfungsi secara baik untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan dan 

yang tidak dibudidayakan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk 

hidup lain  dan menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain tanpa 

menyebabkan penurunan dan kerusakan fungsi. 

4. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan 

teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas 

pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau 

peternakan dalam suatu agroekosistem (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 

tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan). 

5. Pangan adalah adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau 

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan 

baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).  

6. Fungsi lingkungan hidup sebagai produksi primer adalah kemampuan lingkungan 

dalam mengkonversi energi dari matahari menjadi bentuk organik melalui proses 
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fotosintesis dengan indikator keadaan berupa biomassa tumbuhan (m3/hektar) 

dan indikator kinerjanya adalah jumlah biomassa (m3/hektar). 

7. Fungsi lingkungan hidup sebagai siklus hara adalah kemampuan ekosistem untuk 

mendukung proses pelapukan bahan organik dengan indikator keadaan berupa 

kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian dan indikator kinerjanya adalah laju 

dekomposisi bahan organik.  

8. Jasa Lingkungan Hidup sebagai penyedia pangan adalah ketersediaan tanaman 

(serealia dan non serealia) serta hewan yang dapat dimakan dengan indikator 

keadaan berupa stok total dan rata-rata dalam kg/ha dan indikator kinerjanya 

adalah produktivitas bersih (dalam kcal/ha/tahun atau unit lainnya). 

9. Jasa Lingkungan Hidup sebagai pengatur penyerbukan alami adalah 

ketergantungan tanaman budidaya pada penyerbuk alami dengan indikator 

keadaan berupa keanekaragaman dan kelimpahan spesies penyerbuk dan 

indikator kinerjanya adalah jumlah dan dampak dari spesies penyerbuk. 

10. Jasa Lingkungan Hidup sebagai pengatur pengendalian hama adalah kontrol 

populasi hama melalui hubungan trofik dengan indikator keadaan adalah jumlah 

dan dampak dari spesies pengontrol hama dan indikator kinerjanya adalah 

pengurangan penyakit manusia, hama penyakit hewan.  

11. Jasa Lingkungan Hidup sebagai pendukung habitat dan keanekaragaman hayati 

adalah pentingnya ekosistem untuk menyediakan habitat untuk pembiakan, 

makan, istirahat dan untuk spesies transien, dengan indikator keadaan jumlah 

spesies dan individu transien dan indikator kinerjanya adalah ketergantungan 

ekosistem lain (atau ekonomi) pada jasa berkembangbiak.  

12. Jasa Lingkungan Hidup sebagai pembentukan dan regenerasi tanah adalah 

peran proses alami dalam pembentukan dan regenerasi tanah dengan indikator 

keadaannya adalah penutupan akar tanaman contohnya bioturbasi dan indikator 

kinerjanya adalah jumlah pucuk tanah yang dihasilkan per ha/tahun.  

13. Kecenderungan Perubahan Kinerja Jasa Lingkungan adalah perubahan manfaat 

yang diperoleh dari jasa lingkungan akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu 

kawasan dalam suatu periode tertentu. 
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14. Wilayah jelajah satwa liar (home range) adalah area yang dilalui satwa untuk 

mencari makan, berpasangan dan merawat anak (Burt 1943), definisi lain adalah 

area yang dijelajahi oleh seekor satwa atau populasi dalam aktivitas normal 

hariannya. Wilayah jelajah adalah wilayah yang dikunjungi satwa liar secara tetap 

karena dapat mensuplai makanan, minum, serta mempunyai fungsi sebagai 

tempat berlindung atau bersembunyi, tempat tidur dan tempat (Winarno dan 

Harianto, 2018). Home range seekor satwa adalah suatu areal sekitar rumahnya 

(seperti sarang, tempat tinggal atau lubang) yang digunakan untuk mencari 

makan dan kegiatan harian lainnya (Gunawan dan Prasetyo, 2013). 
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BAB IV 

HASIL KAJIAN 

4.1. Lahan Prima 

Sesuai dengan metode dan tahapan pelaksanaan penentuan D3T lahan prima 

yang diuraikan dalam bab Metode (Gambar 3.1), berikut akan diseskripsikan hasil-hasil 

analisis yang diperoleh dari setiap tahapan. Pada tahap awal akan dibahas terlebih 

dahulu tentang fungsi lingkungan hidup ”produksi primer” sebagai landasan penentuan 

wilayah lahan prima. Penentuan ini disesuaikan dengan pengertian lahan prima itu 

sendiri yang tergambarkan sebagai lahan yang mempunyai tanah subur. Oleh sebab itu 

pada lahan prima diasumsikan mempunyai fungsi produksi primer (primary product) 

yang tinggi. Tingginya produksi primer ini secara alami diindikasikan oleh melimpahnya 

organisme (autotrophs) yang memproduksi dan membentuk rantai makanan dasar 

berupa tetumbuhan dan tanaman (vegetation & plantation) di ekoregion darat. 

4.1.1. Fungsi Produksi Primer sebagai Landasan Pemetaan Lahan Prima 

Fungsi lingkungan hidup produksi primer dalam pekerjaan ini dapat diturunkan 

dari peta ekoregion darat, yakni dari parameter bentang alam dan tipe vegetasi alami. 

Hasil analisis dari kedua parameter tersebut dari peta ekoregion menghasilkan peta 

fungsi produksi primer dengan persebaran mulai dari kelas ”sangat rendah” hingga kelas 

”sangat tinggi.” Dari peta tersebut kemudian dipilih kelas sedang hingga kelas sangat 

tinggi saja yang dianggap sebagai lahan prima (Gambar 4.1), selebihnya (kelas rendah 

dan sangat rendah) dianggap bukan sebagai lahan prima. 

 

Pulau Sumatera 
 

Pulau Jawa 
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Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara Pulau Kalimantan 

 

Pulau Sulawesi 

 

Kepulauan Maluku 

 

 

Pulau Papua 

 
Gambar 4.1. Fungsi produksi primer kelas sedang, tinggi, hingga sangat tinggi pada 

setiap pulau/kepulauan 
 

4.1.2. Ketersediaan Lahan Prima untuk Penyedia Pangan 

Untuk bisa mendapatkan luas lahan prima yang lebih operasional atau yang dapat 

dimanfaatkan untuk menunjang ketersediaan pangan, maka dari peta lahan prima 

potensial di atas (Gambar 4.1) dilakukan penapisan lagi, yakni berdasarkan jenis 

penutupan lahannya, seperti lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, dan perairan. Jenis penutup lahan tersebut dianggap sebagai jenis yang 

banyak dibudidayakan oleh manusia sehingga jenis tersebut lebih bisa mencerminkan 

daya dukungnya untuk pangan. Hasil penapisan disajikan pada Gambar 4.2.  
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Pulau Sumatera 
 

Pulau Jawa 

 

Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara 

 

Pulau Kalimantan 

 

Pulau Sulawesi 
 

Kepulauan Maluku 

 

 

Pulau Papua 

 

Gambar 4.2. Ketersediaan lahan prima hasil dari fungsi lingkungan hidup produksi 
primer dikurangi penutupan lahan eksisting 
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Namun mengingat bahwa jenis penutupan lahan hutan mempunyai fungsi yang 

beragam dimana ada fungsi tertentu yang tidak boleh diganggu, maka ketersediaan 

lahan prima terakhir pada Gambar 4.2 ditapis lagi dengan fungsi kawasan hutan. Dalam 

hal ini penapisnya diambil dari fungsi lindung seperti yang disajikan pada Lampiran I. 

Gambar 4.3 berikut menggambarkan persebaran spasial lahan prima versi akhir sebagai 

hasil penapisan fungsi kawasan hutan. Lahan prima versi akhir ini mempunyai luas 

158.564.907,4 ha. Jika luas daratan Indonesia sebesar 189.469.756,8 ha, maka luas 

lahan prima versi akhir ini sama dengan 83.7% dari luas daratan Indonesia. Luas lahan 

prima versi akhir ini selanjutnya disebut sebagai luas lahan prima ”tersedia” yang akan 

digunakan untuk penilaian D3T ketersediaan pangan secara nasional. 

 

Pulau Sumatera 

 

Pulau Jawa 

 

Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara 

 

Pulau Kalimantan 

 

Pulau Sulawesi 

 

Kepulauan Maluku 
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Pulau Papua 

 

Gambar 4.3. Ketersediaan Lahan Prima setelah dikurangi fungsi kawasan hutan pada 
pulau/kepulauan 

4.1.3. Kebutuhan Lahan Prima untuk Penyedia Pangan 

Kebutuhan pangan adalah cerminan sejumlah pangan yang dikonsumsi oleh 

penduduk setiap harinya atau setiap tahunnya. Volume pangan yang dibutuhkan ini jika 

dikaitkan dengan pemenuhan atau kecukupan pangan suatu wilayah maka akan 

berkorelasi langsung dengan produktivitas pangan suatu hamparan lahan, terutama 

pada lahan prima. Mengingat bahwa ambang batas (threshold) luas lahan yang bisa 

berproduksi untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan setiap orang adalah sebesar 0.05 

ha/orang, maka untuk bisa menilai kecukupan pangan di setiap pulau diperlukan suatu 

data demografis berupa jumlah penduduk. Dengan demikian angka jumlah penduduk 

setiap pulau/kepulauan tersebut selanjutnya dapat dikalikan dengan luas lahan ambang 

batas kecukupan pangan. Lahan yang dipilih adalah lahan prima yang dianggap dapat 

berproduksi secara normal. 

Agar hasil analisis di atas dapat disajikan secara spasial sesuai dengan 

persebaran penduduk, maka diperlukan data lain yaitu berupa peta jenis 

penutupan/penggunaan lahan. Melalui data ini, persebaran populasi dapat dilakukan 

melalui sistem pembobotan kepadatan penduduk dimana metode pembobotan 

dilakukan dengan mengacu pada metode Norvyani et al., (2018). Dengan cara ini jumlah 

penduduk akan dapat tersebar sesuai dengan jenis penutupan/penggunaan lahan 

sehingga proses penilaian neraca pangan dapat dilakukan. Tingkat kecukupan pangan, 

baik terpenuhi (belum terlampaui atau surplus) dan tidak terpenuhi (defisit) dapat 

diketahui lokasinya. Dalam perhitungan ini bobot kepadatan penduduk dihitung 
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berdasarkan grid berukuran 30” x 30” dimana grid ini sebagai satuan jumlah penduduk 

atau populasi. Adapun jumlah penduduk yang dipakai dalam pekerjaan ini merujuk pada 

data demografis Indonesia tahun 2019 dari Badan Pusat Statistik (BPS 2020) seperti 

yang dicontohkan pada Tabel 4.1 yakni data demografi Pulau Sumatera.  

Tabel 4.1. Jumlah penduduk di seluruh kabupaten/kota di Pulau Sumatera Tahun 2019 

 

 

Data penutupan lahan yang digunakan dalam pekerjaan ini mengacu pada peta 

penutup lahan KLHK tahun pemetaan 2019 (KLHK 2019), sedangkan metode 

penyebaran jumlah penduduk per grid per jenis penutupan lahan mengacu pada 

Norvyani et al. (2018). Contoh pembobotan jumlah penduduk di setiap jenis penutup 

lahan disajikan pada Tabel 4.2, sedangkan untuk jenis jalan disajikan pada Tabel 4.3. 

 

  

No
Penduduk (jiwa) 

tahun 2019

1 Kabupaten Simeulue 93.230                   

2 Kabupaten Aceh Singkil 124.100                

3 Kabupaten Aceh Selatan 238.080                

4 Kabupaten Aceh Tenggara 216.500                

5 Kabupaten Aceh Timur 436.080                

6 Kabupaten Aceh Tengah 212.490                

7 Kabupaten Aceh Besar 425.220                

8 Kabupaten Pidie 444.980                

9 Kabupaten Bireuen 471.640                

10 Kabupaten Aceh Utara 619.410                

11 Kabupaten Aceh Barat Daya 150.390                

12 Kabupaten Gayo Lues 94.100                   

13 Kabupaten Aceh Tamiang 295.010                

14 Kabupaten Nagan raya 167.290                

15 Kabupaten Aceh Jaya 92.890                   

16 Kabupaten Bener Meriah 148.180                

17 Kabupaten Pidie Jaya 161.220                

18 Kota Banda Aceh 270.320                

19 Kota Sabang 34.870                   

20 Kota Langsa 176.810                

21 Kota Lhokseumawe 207.200                

22 Kota Subulussalam 81.420                   

5.161.430             Jumlah

Kabupaten/Kota
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Tabel 4.2. Bobot densitas penutupan lahan tahun 2019 (Norvyani et al., 2018) 

Jenis Penutupan Lahan Bobot Kepadatan Penduduk 

Hutan Lahan Kering Primer 0.0000 

Hutan Lahan Kering Sekunder / bekas tebangan 0.0230 

Hutan Mangrove Primer 0.0000 

Hutan Rawa Primer 0.0000 

Hutan Tanaman 0.0230 

Semak Belukar 0.0480 

Perkebunan / Kebun 0.0050 

Permukiman / Lahan terbangun 0.4370 

Lahan Terbuka 0.0000 

Awan  0.0000 

Savanna / Padang rumput 0.0000 

Tubuh air 0.0000 

Hutan Mangrove Sekunder / bekas tebangan 0.0000 

Hutan Rawa Sekunder / bekas tebangan 0.0000 

Semak Belukar Rawa 0.0480 

Pertanian Lahan kering 0.0770 

Pertanian Lahan Kering  Campur Semak / kebun campur 0.0770 

Sawah 0.1260 

Tambak 0.1000 

Bandara / Pelabuhan 0.0000 

Transmigrasi 0.1260 

Pertambangan 0.1110 

Rawa 0.0000 

 

 

Tabel 4.3. Bobot densitas jalan 

Jenis Jalan Bobot Kepadatan Penduduk 

Jalan Lokal 0.180 

Jalan Lain 0.180 

Jalan Arteri 0.095 

Jalan 
Kolektor 

0.009 
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Berdasarkan metode grid di atas maka selanjutnya besarnya nilai kebutuhan 

lahan di setiap jenis penutupan lahan bisa ditentukan. Hasil analisis kebutuhan lahan 

untuk kecukupan pangan tersebut secara tabular disajikan pada Tabel 4.4 sebagai 

contoh perhitungan. 

Tabel 4.4. Kebutuhan lahan per grid 30”x30” 

Provinsi Kabupaten / Kota id_Grid W_PL W_Jln W_Total W_Kab POPKAB POPGRID 
Butuh 

Lahan 

Lampung Pesisir Barat 1 0,02 0,00 0,02 184,40 162.700 20,29 1,01 

Lampung Pesisir Barat 2 0,02 0,00 0,02 184,40 162.700 20,29 1,01 

Lampung Pesisir Barat 3 0,02 0,00 0,02 184,40 162.700 20,29 1,01 

Lampung Pesisir Barat 4 0,02 0,00 0,02 184,40 162.700 20,29 1,01 

Lampung Lampung Selatan 5 0,00 0,00 0,00 539,53 1.064.300 0,00 0,00 

Lampung Lampung Selatan 6 0,00 0,00 0,00 539,53 1.064.300 0,00 0,00 

Lampung Lampung Selatan 7 0,08 0,00 0,08 539,53 1.064.300 151,89 7,59 

Lampung Lampung Selatan 8 0,08 0,00 0,08 539,53 1.064.300 151,89 7,59 

Lampung Lampung Selatan 9 0,08 0,00 0,08 539,53 1.064.300 151,89 7,59 

Lampung Lampung Selatan 10 0,08 0,00 0,08 539,53 1.064.300 151,89 7,59 

Lampung Lampung Selatan 11 0,08 0,00 0,08 539,53 1.064.300 151,89 7,59 

Lampung Lampung Selatan 12 0,07 0,00 0,07 539,53 1.064.300 139,84 6,99 

Lampung Lampung Selatan 13 0,05 0,00 0,05 539,53 1.064.300 93,99 4,70 

Lampung Lampung Selatan 14 0,05 0,00 0,05 539,53 1.064.300 97,16 4,86 

Lampung Lampung Selatan 15 0,07 0,00 0,07 539,53 1.064.300 137,58 6,88 

Lampung Lampung Selatan 16 0,08 0,00 0,08 539,53 1.064.300 151,89 7,59 

Lampung Lampung Selatan 17 0,08 0,00 0,08 539,53 1.064.300 151,89 7,59 

Lampung Lampung Selatan 18 0,08 0,00 0,08 539,53 1.064.300 151,89 7,59 

Lampung Lampung Selatan 19 0,04 0,00 0,04 539,53 1.064.300 86,78 4,34 

 
Keterangan: 
W_PL = Bobot Kepadatan Penduduk berdasarkan jenis penutupan Lahan per Grid 
W_Jln = Bobot Kepadatan Penduduk berdasarkan jenis jalan per Grid 
W_Total = Jumlah Total (W_PL + W_Jln) per Grid 
W_Kab = Jumlah Total (W_PL + W_Jln) per Kabupaten 
POPKAB = Populasi (Jiwa) per Kabupaten 
POPGRID = Populasi (Jiwa) per polygon Grid 
ButuhLahan = Kebutuhan Lahan Prima (ha) per polygon Grid 
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4.1.4. Status D3T Lahan Prima untuk Penyedia Pangan 

Status D3T lahan prima penyediaan pangan adalah suatu status yang 

menggambarkan kondisi dimana lahan yang ada tergolong bisa memenuhi kebutuhan 

pangan untuk penduduk setempat atau tidak. Berdasarkan pengertian ini, maka status 

penyediaan pangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu status ”surplus” yang 

mengindikasikan tercukupinya penyediaan pangan untuk penduduk setempat atau 

kondisi ambang batas ”belum terlampaui”, dan status ”defisit” atau kondisi ambang batas 

telah ”terlampaui” yang menggambarkan ketidak cukupan lahan yang ada untuk 

memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat. Formulasi penentuan status ini 

menggunakan matematika sederhana dalam bentuk neraca, yaitu sama dengan nilai 

ketersediaan lahan prima dikurangi oleh nilai kebutuhan lahan prima yang dibutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat. Contoh hasil dari perhitungan 

neraca ini secara nasional disajikan pada Tabel 4.5. Adapun untuk persebaran spasial 

disajikan pada Gambar 4.4. 

Tabel 4.5. Contoh penilaian D3T lahan prima di Pulau Sumatera 

Provinsi Kabupaten / Kota id_Grid ButuhLahan SediaLahan Selisih Status 

Lampung Pesisir Barat 1 1.01 0.00 -1.01 Terlampaui 

Lampung Pesisir Barat 2 1.01 0.00 -1.01 Terlampaui 

Lampung Pesisir Barat 3 1.01 0.00 -1.01 Terlampaui 

Lampung Pesisir Barat 4 1.01 0.00 -1.01 Terlampaui 

Lampung Lampung Selatan 5 0.00 0.00 0.00 Belum Terlampaui 

Lampung Lampung Selatan 6 0.00 0.00 0.00 Belum Terlampaui 

Lampung Lampung Selatan 7 7.59 0.01 -7.58 Terlampaui 

Lampung Lampung Selatan 8 7.59 14.26 6.66 Belum Terlampaui 

Lampung Lampung Selatan 9 7.59 45.52 37.92 Belum Terlampaui 

Lampung Lampung Selatan 10 7.59 20.25 12.65 Belum Terlampaui 

Lampung Lampung Selatan 11 7.59 0.38 -7.22 Terlampaui 

Lampung Lampung Selatan 12 6.99 51.44 44.45 Belum Terlampaui 

Lampung Lampung Selatan 13 4.70 86.29 81.59 Belum Terlampaui 

Lampung Lampung Selatan 14 4.86 87.33 82.47 Belum Terlampaui 

Lampung Lampung Selatan 15 6.88 86.29 79.41 Belum Terlampaui 

Lampung Lampung Selatan 16 7.59 68.45 60.86 Belum Terlampaui 

Lampung Lampung Selatan 17 7.59 2.95 -4.64 Terlampaui 

Lampung Lampung Selatan 18 7.59 18.33 10.74 Belum Terlampaui 

Lampung Lampung Selatan 19 4.34 84.61 80.27 Belum Terlampaui 
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Pulau Papua 

 

Gambar 4.4. D3T lahan prima untuk tiap pulau/kepulauan 

 

4.2. Kondisi D3T Lahan Prima untuk Penyedia Pangan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan seperti yang telah diuraikan di atas, hasilnya 

memperlihatkan bahwa secara makro status D3T lahan prima penyediaan pangan di Indonesia 

masih tergolong aman; dalam arti bahwa terdapat sekitar 76 % dari total luas wilayah daratan 

Indonesia (189.469.756.8 ha) tergolong ke dalam lahan prima yang mempunyai status 

“surplus,” atau mampu mendukung kebutuhan pangan penduduk yang tinggal di atasnya. 

Kemudian ada sekitar 8 % tergolong tidak mampu mendukung kebutuhan pangan penduduk 

yang tinggal di atasnya atau “defisit” yang diakibatkan oleh kebutuhan pangan penduduk yang 

melebihi kapasitas lahan prima menyediakan pangan. Sementara itu, sisanya sekitar 16 % tidak 

tergolong sebagai lahan prima. Persebaran spasial status D3T lahan prima untuk ketersediaan 

pangan secara nasional disajikan pada Gambar 4.5. Kondisi nasional ini apabila dilihat secara 

lebih rinci menurut  pulau/kepulauan akan diuraikan pada sub-bab berikut. 
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Gambar 4.5. Status D3T Lahan Prima untuk Pangan secara nasional 

4.2.1. D3T Lahan Prima Penyedia Pangan Pulau Sumatera 

Dari analisis pemilahan lahan prima per pulau/kepulauan didapatkan bahwa luas lahan 

prima di Pulau Sumatera mencapai 40.006.284,0 ha atau 84,1% dari luas daratan Pulau 

Sumatera (47.567.209,8 ha). Dari angka luasan ini selanjutnya dianalisis untuk menilai D3T lahan 

prima penyedia pangan. Hasilnya didapatkan bahwa sekitar 80,7 % dari luas Pulau Sumatera 

mempunyai status belum terlampaui atau kategori “surplus” untuk memenuhi kebutuhan 

pangan, selanjutnya 3,4% mempunyai status terlampaui atau “defisit”, dan selebihnya 15,9% 

bukan sebagai lahan prima (Gambar 4.6). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah 

Pulau Sumatera (> 80 %) masih mampu mendukung kebutuhan pangan penduduk setempat. 

Persebaran spasial status D3T lahan prima untuk penyediaan pangan Pulau Sumatera disajikan 

pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.6. Status D3T lahan prima di Pulau Sumatera berdasarkan luasannya (%) 
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Gambar 4.7. Persebaran spasial status D3T lahan prima untuk pangan di Pulau Sumatera 

4.2.2. D3T Lahan Prima Penyedia Pangan Pulau Jawa 

Luas lahan prima yang didapatkan di Pulau Jawa adalah 12.832.667,1 ha atau 95,3% dari 

luas daratan Pulau Jawa (13.458.871.7 ha). Dari angka luasan tersebut terdapat sekitar 70,6 % 

dari luas daratan Pulau Jawa yang mempunyai status lahan prima yang belum terlampaui atau 

status “surplus”, selanjutnya sekitar 24,8 % mempunyai status terlampaui atau dalam kategori 

“defisit”, dan sisanya sekitar 4,7 % bukan sebagai lahan prima (Gambar 4.8). Dari angka 

persentase di atas menunjukkan bahwa lebih dari 2/3 lahan di Pulau Jawa (> 70 %) mampu 

mendukung kebutuhan pangan penduduk setempat. Persebaran spasial status D3T lahan prima 

untuk penyediaan pangan di Pulau Jawa disajikan pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.8. Status D3T lahan prima di Pulau Jawa berdasarkan luasannya (%) 
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Gambar 4.9. Persebaran spasial status D3T lahan prima di Pulau Jawa 

4.2.3. D3T Lahan Prima Penyedia Pangan Kepulauan Bali - Nusa Tenggara 

Untuk Kepulauan Bali - Nusa Tenggara, luas lahan prima yang didapat dari hasil analisis 

adalah 6.239.756,5 ha atau 85 % dari luas daratan Kepulauan Bali – Nusa Tenggara (7.342.517.9 

ha). Dari angka luasan ini selanjutnya dianalisis D3T-nya untuk penyediaan pangan dan 

didapatkan angka sekitar 68,9 % dari luas daratan Kepulauan Bali - Nusa Tenggara mempunyai 

status belum terlampaui atau dalam kategori “surplus”, sementara itu 16,1 % mempunyai status 

terlampaui atau kategori “defisit”, sedangkan 15 % bukan sebagai lahan prima (Gambar 4.10). 

Berdasarkan angka persentase luasan di atas menunjukkan bahwa lebih dari 2/3 lahan yang ada 

di Kepulauan Bali – Nusa Tenggara (> 68 %) mampu mendukung kebutuhan pangan penduduk 

setempat, terutama di Pulau Bali. Persebaran spasial status D3T lahan prima untuk penyediaan 

pangan Kepulauan Bali – Nusa Tenggara disajikan pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.10. Status D3T lahan prima di Kepulauan Bali – Nusa Tenggara berdasarkan 
luasannya (%) 
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Gambar 4.11. Persebaran spasial status D3T lahan prima di Kepulauan Bali – Nusa Tenggara 

4.2.4. D3T Lahan Prima Penyedia Pangan Pulau Kalimantan 

Luas lahan prima yang didapatkan untuk Pulau Kalimantan adalah 46.877.297,8 ha atau 

80,6% dari luas daratan Pulau Kalimantan (53.391.776,8 ha). Sementara itu dari luasan tersebut 

terdapat sekitar 80,6 % dari luas daratan Pulau Kalimantan mempunyai status belum terlampaui 

atau dalam kategori “surplus”, sisanya 7,2 % mempunyai status terlampaui atau kategori 

“defisit”, dan sekitar 12,2 % bukan merupakan wilayah lahan prima (Gambar 4.12). Dari angka 

persentase di atas terlihat bahwa sebagian besar lahan yang ada di Pulau Kalimantan (> 80 %) 

mampu mendukung kebutuhan pangan penduduk setempat. Persebaran spasial status D3T 

lahan prima untuk penyediaan pangan Pulau Kalimantan disajikan pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.12. Status D3T lahan prima di Pulau Kalimantan berdasarkan luasannya (%) 
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Gambar 4.13. Persebaran spasial Status D3T lahan prima di Pulau Kalimantan 

4.2.5. D3T Lahan Prima Penyedia Pangan Pulau Sulawesi 

Dari hasil analisis lahan prima didapatkan bahwa untuk Pulau Sulawesi luas lahan prima 

terbentang seluas 14.231.965,1 ha atau 76,4% dari luas daratan Pulau Sulawesi (18.626.748.5 

ha). Dari luasan ini kemudian dianalisis status D3T untuk penyediaan pangan dan didapatkan 

hasil bahwa sekitar 66,7 % dari luas daratan Pulau Sulawesi mempunyai status belum terlampaui 

atau dalam kategori “surplus”, kemudian 9,7 % mempunyai status terlampaui atau kategori 

“defisit”, dan selebihnya sekitar 23,6 % bukan tergolong lahan prima (Gambar 4.14). Dari angka 

persentase di atas menunjukkan bahwa lebih dari 2/3 lahan yang ada di Pulau Sulawesi (> 65%) 

mampu mendukung kebutuhan pangan penduduk setempat. Persebaran spasial status D3T 

lahan prima untuk penyediaan pangan Pulau Sulawesi disajikan pada Gambar 4.15. 

 

Gambar 4.14. Status D3T lahan prima di Pulau Sulawesi berdasarkan luasannya (%) 
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Gambar 4.15. Persebaran spasial Status D3T lahan prima di Pulau Sulawesi 

4.2.6. D3T Lahan Prima Penyedia Pangan Kepulauan Maluku 

Untuk Kepulauan Maluku, luas lahan prima yang didapat dari hasil analisis adalah 

6.501.702,4 ha atau 84,0% dari luas daratan Kepulauan Maluku (7.736.356.3 ha). Lahan prima 

ini selanjutnya dianalisis untuk D3T penyediaan pangan dan didapatkan hasil sekitar 51.2 % dari 

luas daratan Kepulauan Maluku mempunyai status belum terlampaui atau dalam kategori 

“surplus”, selanjutnya 32,9 % mempunyai status terlampaui atau kategori “defisit”, dan sisanya 

sekitar 16,0 % bukan merupakan lahan prima (Gambar 4.16). Dari angka persentase di atas 

menunjukkan bahwa ada sekitar setengah dari luas daratan di Kepulauan Maluku (> 51 %) 

mampu mendukung kebutuhan pangan penduduk setempat. Persebaran spasial status D3T 

lahan prima untuk penyediaan pangan Kepulauan Maluku disajikan pada Gambar 4.17. 
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Gambar 4.16. Status D3T lahan prima di Kepulauan Maluku berdasarkan luasannya (%) 

 

Gambar 4.17. Persebaran spasial Status D3T lahan prima di Kepulauan Maluku 
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mempunyai status belum terlampaui atau dalam kategori “surplus”, selanjutnya 2,0 % 

mempunyai status terlampaui atau kategori “defisit”, dan sisanya sekitar 22,9 % bukan 

merupakan wilayah lahan prima (Gambar 4.18). Dari angka persentase di atas menunjukkan 

bahwa sekitar 3/4 dari luas lahan di Pulau Papua (> 75 %) mampu mendukung kebutuhan 

pangan penduduk setempat. Persebaran spasial status D3T lahan prima untuk penyediaan 

pangan Pulau Papua disajikan pada Gambar 4.19. 

 

Gambar 4.18. Status D3T lahan prima di Pulau Papua berdasarkan luasannya (%) 

 

Gambar 4.19. Persebaran spasial Status D3T lahan prima di Pulau Papua 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT 

5.1. Kesimpulan 

Sekitar 189 juta hektar atau > 90 persen dari luas daratan Indonesia merupakan 

lahan berkualitas baik (lahan prima) dan tersedia untuk mendukung kecukupan pangan di 

Indonesia. Dari sisi daya dukung dan daya tampung (D3T) untuk penyedia pangan, 76% dari 

daratan Indonesia mempunyai status “surplus” dalam arti mempunyai daya dukung penyedia 

pangan yang mencukupi karena batas ambang daya dukung “belum terlampaui”. Sementara 

itu 8 % statusnya telah “terlampaui” atau tidak dapat mendukung kecukupan pangan 

penduduk setempat, sedangkan 16% tidak dapat dimanfaatkan karena tidak tergolong 

sebagai lahan prima. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan pangan secara nasional masih 

bisa didukung, meskipun demikian pengelolaan lahan secara baik dan benar terhadap lahan 

prima nasional sangat diperlukan untuk menjaga kerusakan lahan dan pembangunan 

berkelanjutan. 

Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Papua tergolong 3 pulau besar yang wilayahnya 

mempunyai lahan prima dengan status surplus “terluas” di Indonesia, berturut-turut adalah 

43.055.637,2 ha (atau 80,6% dari luas Pulau Kalimantan), 38.390.913,8 ha (80.7%), dan 

31.043.074,2 ha (75,1%). Sebaliknya wilayah yang mempunyai luas lahan dengan status 

surplus “terkecil” adalah Kepulauan Bali - Nusa Tenggara dan Maluku, berturut-turut sebesar 

5.060.766,9 ha (68,9%) dan 3.959.175.3 ha (51,2 %). Sementara itu yang menempati kelas 

menengah adalah Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa, berturut-turut 12.423.748,2 ha (66,7%) 

dan 9.500.559,3 ha (70,6%). Tampak bahwa ukuran pulau dan bentuk fisik sebagai Pulau 

atau Kepulauan berpengaruh besar terhadap luasan lahan prima yang berstatus surplus; 

bentuk kepulauan mempunyai luasan yang relatif lebih kecil. 

5.2. Tindak Lanjut 

Hasil pemetaan lahan prima dan penilaian D3T penyedia pangan dapat digunakan 

sebagai data untuk mendukung penetapan kebijakan, rencana, dan/atau program di 

berbagai sektor, KLHS, dan juga sebagai landasan evaluasi terhadap KRP, seperti RTRW, 

LP2B, RPPLH, dan lainnya. 
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Lampiran 1. Status dan fungsi kawasan lindung yang digunakan sebagai penapis untuk menghasilkan 

lahan prima tersedia 

Status dan fungsi kawasan hutan:  

1. Blok Inti - Hutan Lindung 

2. Blok Perlindungan - Hutan Produksi 

3. Zona Inti/Perlindungan - Taman Nasional 

4. Zona Rimba - Taman Nasional 

5. Cagar Alam 

6. Cagar Alam (Perairan) 

7. Hutan (Kawasan) Suaka Alam/Wisata 

8. Hutan Suaka Alam/Wisata (Perairan) 

9. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam 

10. Suaka Margasatwa (Perairan) 

11. Suaka Margasatwa 

12. Taman Buru 

13. Taman Hutan Raya 

14. Taman Wisata Alam/Hutan Wisata 

15. Hutan Wisata Alam/Hutan Wisata (Perairan) 

 

Lampiran 2. Status dan luas lahan prima untuk penyediaan pangan skala nasional 

Status D3T Lahan Prima Luas (ha) Luas (%) 

Belum Terlampaui      143,433,875.0                   75.7  

Terlampaui         15,131,032.4                     8.0  

Non Lahan Prima         30,904,849.4                   16.3  

Total      189,469,756.8                100.0  

 

Lampiran 3. Status dan luas lahan prima untuk penyediaan pangan Pulau Sumatera 

Provinsi  Luas (ha)   Luas (%)  

Aceh      5,703,824.1           100.0  

Belum Terlampaui      3,894,239.7             68.3  

Terlampaui            64,549.2                1.1  

Non Lahan Prima      1,745,035.2             30.6  

Bengkulu      2,020,185.1           100.0  

Belum Terlampaui      1,333,943.7             66.0  

Terlampaui            24,658.6                1.2  

Non Lahan Prima          661,582.8             32.7  

Jambi      4,904,019.1           100.0  

Belum Terlampaui      3,909,235.0             79.7  

Terlampaui          113,496.9                2.3  
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Non Lahan Prima          881,287.1             18.0  

Kepulauan Bangka Belitung      1,668,457.4           100.0  

Belum Terlampaui      1,322,709.4             79.3  

Terlampaui          231,074.2             13.8  

Non Lahan Prima          114,673.9                6.9  

Kepulauan Riau          814,162.8           100.0  

Belum Terlampaui          626,008.2             76.9  

Terlampaui          122,486.2             15.0  

Non Lahan Prima            65,668.5                8.1  

Lampung      3,379,764.5           100.0  

Belum Terlampaui      2,861,076.5             84.7  

Terlampaui            53,949.6                1.6  

Non Lahan Prima          464,738.4             13.8  

Riau      8,934,306.9           100.0  

Belum Terlampaui      7,597,492.5             85.0  

Terlampaui          502,516.2                5.6  

Non Lahan Prima          834,298.1                9.3  

Sumatera Barat      4,211,091.1           100.0  

Belum Terlampaui      3,107,462.9             73.8  

Terlampaui            96,503.1                2.3  

Non Lahan Prima      1,007,125.0             23.9  

Sumatera Selatan      8,684,455.3           100.0  

Belum Terlampaui      7,291,042.6             84.0  

Terlampaui          267,331.2                3.1  

Non Lahan Prima      1,126,081.6             13.0  

Sumatera Utara      7,246,943.6           100.0  

Belum Terlampaui      6,447,703.2             89.0  

Terlampaui          138,805.1                1.9  

Non Lahan Prima          660,435.3                9.1  

Total    47,567,209.8           100.0  

 

Lampiran 4. Status dan luas lahan prima untuk penyediaan pangan Pulau Jawa 

Provinsi  Luas (ha)   Luas (%)  

Banten          945,239.2           100.0  

Belum Terlampaui          662,812.8             70.1  

Terlampaui          176,762.7             18.7  

Non Lahan Prima          105,663.7             11.2  

DI Yogyakarta          323,571.1           100.0  

Belum Terlampaui          126,373.1             39.1  

Terlampaui          180,504.1             55.8  
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Non Lahan Prima            16,694.0                5.2  

DKI Jakarta            65,768.8           100.0  

Belum Terlampaui                  248.6                0.4  

Terlampaui            64,886.3             98.7  

Non Lahan Prima                  633.9                1.0  

Jawa Barat      3,754,346.4           100.0  

Belum Terlampaui      2,801,340.2             74.6  

Terlampaui          743,126.4             19.8  

Non Lahan Prima          209,879.8                5.6  

Jawa Tengah      3,485,370.3           100.0  

Belum Terlampaui      2,504,078.6             71.8  

Terlampaui          956,071.6             27.4  

Non Lahan Prima            25,220.1                0.7  

Jawa Timur      4,884,575.8           100.0  

Belum Terlampaui      3,405,706.2             69.7  

Terlampaui      1,210,756.5             24.8  

Non Lahan Prima          268,113.1                5.5  

Total    13,458,871.7           100.0  

 

Lampiran 5. Status dan luas lahan prima untuk penyediaan pangan Kepulauan Bali – Nusa Tenggara 

Provinsi Luas (ha) Luas (%) 

Bali          570,856.7          100.0  

Belum Terlampaui          384,099.5            67.3  

Terlampaui            81,461.6            14.3  

Non Lahan Prima          105,295.5            18.4  

Nusa Tenggara Barat      2,010,877.7          100.0  

Belum Terlampaui      1,358,064.6            67.5  

Terlampaui          245,630.0            12.2  

Non Lahan Prima          407,183.1            20.2  

Nusa Tenggara Timur      4,760,783.5          100.0  

Belum Terlampaui      3,318,602.8            69.7  

Terlampaui          851,898.0            17.9  

Non Lahan Prima          590,282.7            12.4  

Total      7,342,517.9          100.0  

 

Lampiran 6. Status dan luas lahan prima untuk penyediaan pangan Pulau Kalimantan 

Provinsi  Luas (ha)   Luas (%)  

Kalimantan Barat      14,681,817.3          100.0  

Belum Terlampaui      10,982,531.9            74.8  
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Terlampaui         1,562,486.6            10.6  

Non Lahan Prima         2,136,798.9            14.6  

Kalimantan Selatan         3,706,238.5          100.0  

Belum Terlampaui         2,964,132.1            80.0  

Terlampaui            138,506.0              3.7  

Non Lahan Prima            603,600.4            16.3  

Kalimantan Tengah      15,306,555.1          100.0  

Belum Terlampaui      11,491,116.4            75.1  

Terlampaui         1,513,273.9              9.9  

Non Lahan Prima         2,302,164.8            15.0  

Kalimantan Timur      12,782,649.2          100.0  

Belum Terlampaui      11,538,791.7            90.3  

Terlampaui            351,275.5              2.7  

Non Lahan Prima            892,582.1              7.0  

Kalimantan Utara         6,914,516.7          100.0  

Belum Terlampaui         6,079,065.1            87.9  

Terlampaui            256,118.7              3.7  

Non Lahan Prima            579,332.8              8.4  

Total      53,391,776.8          100.0  

 

Lampiran 7. Status dan luas lahan prima untuk penyediaan pangan Pulau Sulawesi 

Provinsi  Luas (ha)   Luas (%)  

Gorontalo         1,203,656.8          100.0  

Belum Terlampaui            805,920.1            67.0  

Terlampaui               23,456.7               1.9  

Non Lahan Prima            374,280.0            31.1  

Sulawesi Barat         1,677,046.0          100.0  

Belum Terlampaui         1,456,742.3            86.9  

Terlampaui               92,861.5               5.5  

Non Lahan Prima            127,442.2               7.6  

Sulawesi Selatan         4,565,448.8          100.0  

Belum Terlampaui         3,420,580.0            74.9  

Terlampaui            243,804.2               5.3  

Non Lahan Prima            901,064.6            19.7  

Sulawesi Tengah         6,112,439.2          100.0  

Belum Terlampaui         3,537,434.0            57.9  

Terlampaui            860,812.2            14.1  

Non Lahan Prima         1,714,193.0            28.0  

Sulawesi Tenggara         3,620,195.3          100.0  

Belum Terlampaui         2,145,345.8            59.3  
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Terlampaui            553,966.1            15.3  

Non Lahan Prima            920,883.5            25.4  

Sulawesi Utara         1,447,962.4          100.0  

Belum Terlampaui         1,057,726.0            73.0  

Terlampaui               33,316.2               2.3  

Non Lahan Prima            356,920.3            24.6  

Total      18,626,748.5          100.0  

 

Lampiran 8. Status dan luas lahan prima untuk penyediaan pangan Kepulauan Maluku 

Provinsi  Luas (ha)   Luas (%)  

Maluku      4,602,196.6          100.0  

Belum Terlampaui      2,040,925.6            44.3  

Terlampaui      1,763,929.3            38.3  

Non Lahan Prima          797,341.7            17.3  

Maluku Utara      3,134,159.8          100.0  

Belum Terlampaui      1,918,249.7            61.2  

Terlampaui          778,597.9            24.8  

Non Lahan Prima          437,312.2            14.0  

Total      7,736,356.3          100.0  

 

Lampiran 9. Status dan luas lahan prima untuk penyediaan pangan Pulau Papua 

Provinsi  Luas (ha)   Luas (%)  

Papua      31,407,639.9          100.0  

Belum Terlampaui      23,416,971.6            74.6  

Terlampaui            733,324.0              2.3  

Non Lahan Prima         7,257,344.3            23.1  

Papua Barat         9,938,635.8          100.0  

Belum Terlampaui         7,626,102.7            76.7  

Terlampaui               98,836.1              1.0  

Non Lahan Prima         2,213,697.0            22.3  

Total      41,346,275.6          100.0  
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